Hilir, sebagal “Termohon”,
Pengadian Agama tersebut |
Telah membaca dan mempelaan berkas perkars
Telal mendengar keterangan Pemohon serta marmesiksa DUkl surat
aan saksLBaks! di parsidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwi Pamohon dengan surat permohonannys leranggal 01
Februatt 2017 yang telsh terdaftar di Kepaniteraan Pangadilan Agama
Tembilahan Nomor 0007/Pdt G/2017/PA Toh, tanggal 01 Februan 2017
mengamukakan hal-hal sebagai benkut
{ PBatwa antara Pemohon dongan Termohon adalsh pasangan Susm mien
sah (qable dukhul), yang meniksh pada har Jum'at, tanggal 10 Oklober
2014 sesun dengan duplikat Kutipan akta nikeh No B4 1/XR014, yarg
dikeluarkan oleh Kantor Utusan Agama Kecamatan Kentang. pada
’ wnggal 24 Jaruan 2017

Halsman 1 dan 10 hinl Putusan Nomar 0067/PdL V201 TIPA Toh

n PUTUSAN
Nomor 0097/Pd.G/2017/PA.Thb
i A1 Gaa ) ) sy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA
Pangaditan  Agama Tembilahan yang memaerksa dan rrengadily
perkars cors talak pada tngkat pertama dalam persidangan Makirn Majelis
talah menjatuhkan putusan sebagal berkut antare .
umur 31 tahun, agama Islam, pendidiken S0,
pekerisan Petani, tempat tnggal & Dusun Makmur
Part Sayang RT 02 RW. 01 Desa Kembang Mekar
San Kecamatan Kertang Kabupaten indragin Hilir,
sabaga “ Pemohon”
molawan
pmur 21 tahug, agames [slam, pandidikan
S0, pekenasn lbu Rumah Tangge. tempat inggal
Dusun Bangkar RT 001 RW. 001 Dess Kembang
Mokar Sar Kecamatan Kentang Kabupaten indragin
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2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tdak
sompat berkumpul sebagal pasangan suami ister, maenjelang har
resopsi pernikahan Termohon terdangkap oleh warga sedang berduaan
dengan lakidaki  lain  yang  bukan  muhdmnys  disebuah | gubuk
porsawahan pada malam kamis tanggsl 16 Oktober 2014;

3 Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon sudah fidak  sudl lag
mampenstenkan Termohon, dan sampat dengan sekarang tidak pemah
barkumpul sebagasl suami isten,

4, Bahwae kedua belah pihak telah berusshs  mendamaiken dengan
kesapakatan pihak Termohon mangembalikan segals blaya pernikahan
yang telah oikefuarkan oleh Pemohon, dan bercers,

4 Bahwa Peamohon sanggup membayar semus biaya perkacs,

Bahwa berdasarkan uraan  tesebut di atas,  dengan  segala
karendahan hat sudiiah Kiranya Ketua Pengadian Agama Tembilahan Cg
Majelis Hekim yang memedksa dan mengadili perkara inl  berkenan
manjatuhkan putusan sebagm benkut

PRIMAIR
1. Mengabulkan parmononan Pemohon seluruhnya,
2. Memben n  kepada  Pemohon untuk

menjatubkan talak satu Raji kepada Termohon
di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan
3. Menatapkan Diaya porkara sesusl dengan hukum yang bedaku
SUBSIDAIR |
Atay bile Magelis Makinm berpendapat fain, mohon kirsnys  membenkan
PUtusan yang seadi-adinya (ex 8equo et bono}.

Bahwa pada han persidangan yang telah ditetapken, Pemohon hadit
sendirt o parsdangan, akan tetapl Termohon Sdak hadic dan toak pula
maetyuruh orang lein sebaga wakil atau Kuasanys. Meskipun menurut relaas
panggilan Nomor 0087/Pdt G/2017/PA Toh tanggal 10 Februan 2017 dan
tanggsl 24 Fobrusn 2017 Termohon telah SRanggl secan reamt dan patut,
sodanghan tidek hadirannys lersebut anpa alasan yang sah,

Halaman 2 dad 10 hal Putusan Nomor 0087/Pa G2017/FA Toh
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Bahwa Majelis Hakim (elah betusaha mendamatkan dengan cara
meanasihatl Pamohon untuk bersabar dan kumpul kemball dengen Termobon
sebagal suami isten. namun tikdak berhasi,

Bahwa oleh karena Termohon Udak hadic i porsidangan, maka
mediasi sebagaimans dismanatkan oleh Peraturan  Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tanun 2016 Jo Pasal 154 R Bg ndak dapat
dilaksanakan, begiu jugs keterangan Termohon fidak dapst didengar &
persidangan

Bahwa pomerksaan porkars 0 dlanjutkan dengan membacakan
Surat penmohonan Pemohon ying isinys wiap dipectahankan oleh Peamohon,

Bahwa untuk memperkust dalil parmohonannys, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berups Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ©
S20/41/X/2014, yang asinya dikeluarkan oleh Kantor  Urusan  Agama
Kecamatan Kentang Kabupaten Indragit Hilie, tanggal 24 Januan 2017 laki
Majelis memorksa buktl surat tersebut dan mencocokkan dengan asiinya
temyata coook sera teleh bermeteral cukup kemudisn oleh Ketua Majelis

dibern tanda P |

Bahwa disamping bukti sural, Pemohon juge mengajukan bukl saksi-
SOk sebagal berika
1, umur 30 tahun, agama Islam. pendidikan S0,

pekerjaan wirnswasta, bertempat tinggal df Part Sayang RT 02 RW.01

Dess Kembang Meka Sari, Kecamatan Kedtang, Kabupaten Indragid

Milir, saksi mengsku sebagel sdik kandung Pemohon, df  bawah

sumpahnys membenkan keterangan sebagsl bacikut |

«  Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-sten yang sah,
dan Pemohon bermaksud untuk bercensl dengan Termohon,

«  Bahwa setelah menkan Pemohon dan Termohon tdak sempat
SOrumah SeDAgRl SuMMSIN.

«  Babwa Pemohon dengan Termohon belum dikarunial anak:

- Bahwa setelan akad nikah antara Pemobon dan Termohon tdak
Bpal Acara reseps kKarana Termohon telah tertangkap oleh wargs
yang sedang berdusan dengan mantan pacamya dan Termahon

Hatsman 3 gt 10 hal, Putusin Nooor 0007/Pd8 GAR201T7IPA, Thk
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tolah mwlakukan hubungan suamiesin dengan mantsn pacamys

tersebut ol sabuah gubuk persawahan:

« Bahwa setelah kejadian tersebut pihak  keluarga  Termohon
mengembalikan sebagian kerugian Pemohon,

2 umur 32 tabun, agama Isiam, pandidikan
S0. pekerjaan tant, bertempat tinggal di Part Sayang RT.02 RwW 01,
Dess Kembang Mekar San, Kecamatan Keritang, Kabupaten indragin
Hilir sakai mengaku seabagal abang ipar Pemohon, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebaga bankut

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-stern yang sah,

dan Pemohon barmaksud untuk bercersi dengan Termahon,

« Babwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak sempat

Pidup seruman layakonys susmi-ste,

Bahwa setelar akad rikah Termaohon telah tertangkap basah dleh

warge yang sedang berdusan dengan mantan pacarnys di satah satu

Gubuk persawahan dan saat (u warga sempat melakukan masn hakim

sondirl terhadap Termohon dan mantan pacamya tersebut.

« Bahwa dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri dengan

BN pacarmya tersebul 3 sebush gubuk persawahen;

« Bahwa setelah  kejadian  tersabut  pihak  keluarga  Termohon
mengembalikan sebagian kerugian Pamohon,

Bahwa antars Pemohon dan Termohon tdak ads peluang untuk

dipacbkl Kembal karena keluargs Pemohon tdak dapat menenms

pedakuan Termaohon,

Bahwa Pemonon selsnjutnys menyataken tdak akan mengajuken
sesuatu apapun delam perkara i dan telah menyampakan kesimpulsnnys
yang pada pokoknys 1SIAD SEDAQRIMANE SUrEl  DAMMONONANNYE Serts
Memohon perkacs ini segerns dputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat urman  putusan i, Majels  cukup
menunjuk hal ihwil sebagaimana telah dicatat dalam Benta Acare,

Halaman 4 dar 10 hal. Putusen Nomor 0087/Pd G/201 774 Ton
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sdalah sebagaimana yang telah diurakan tersebut o alas,

Menimbang. bahwa sesual pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan
Pemarintah Nomaor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil
secard resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggiian
mana Pemohon secars i porson eiah hadie dipersidangan, sedangkan
Termohon tidak hadir dan tidak puls menyuruh orang lain sebagat wakil stau
kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak
melawan hukum. Oleh karenanys Termohon haus dinyatakan tidak hadi
dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesus ketantuan
Pasal 140 ayat (1) R Bg,

Menimbang. bahwa pertama-tama hsrus  dipertimbangkan  adalah
tentang hubungan hukum, maka berdasarkan buktl P (Buku Kutipan Akta
Nikan), ternyata adalah akla autentlk, terbukti bahwa Pemohon dengan
Termohon adalah suamiisti yang sah, menikah pada tanggal 10 Oklober
2014, dengan demikian Pamohon adalah orang yang berkepentingan dan
patut menjadi pitak.pihak delam perkars ini:

Menimbang, bahwa oleh Karena Termohon tidak hadic  dalam
persidangan, maka Majehs MHakim tidak dapat melakukan upaya perdamainn
sebagaimana dikehendaki cleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedus kalinys dengan Undang-
undang Nomor 50 Tehun 2008, pasal 154 R Bg dan pasal 131 Kompilast
Hukum Islam serte Peraturan Mahkamah Agung R.1. Nomor 1 Tahun 2016,
U Germikian Majels Makim sudah berupays secars maksimal menasihat
Pemohon sger bersaber - dan  rukun  kemball  untuk  membing  ruman
ngganya dengan Termohon tetapl tdak berhasi, maka pemenksaan
porkara dilanjutkan dengan pembacasn surel permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemonon

Menimbang, babwa Siasan pokok Pemohon mengajukin permohonan
il adalah kaena antars Pemohon dengan Tormohon senng tedadi
perselisihan dan patenghkarsn yang disebabkan Termohon setelah scars

Hotaman § dan 10 hat. Putusan Nomor 000 7/Pag G201 794 Toh
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perrikahan dan belum sempal berkumpul layskoya suami-istl menjelang
mesepsl pamnikahan Termohon tertangkap oleh warga sedang berdusan
dengan lakblaki lain yang bukan muhrimnya di sebuah gubuk persawahar,

Menimbang. babwa  untuk  menguatkan  dalil  petmehonannya,
Pemohon telah mengajukan buktl surat { P ) dan 2 (dus) orang saksi,
terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempartimbangkan berikut
ol

Menimbang. bahwa bukt P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah
sabagal conditio sine quanon, telah diperimbangkan lebih dahulu dalam
porkara in, sehingga tidax peru dulang lagr

Menimbang, bahwa bukl 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanys
adalah keluarge dan oreng-orang dekat dengan Pemohon sehingga patut
diyakini Dahwa Kedus saksi tersebut mengetahul keadaan rumah tanggs
Pemohon dengan Tarmohon Karenanys Kesaksian saksi-saks! tersebut dapat
dipertimbangkan dan telah sesusi dengen ketentuan pasal 76 ayat (1)
Undeng-Undang Nomor 7 Tahun 1986  yang telah diuban untuk kedua
Kkalinys dengan Undang-Uindang Nomor §0 Tabun 2009,

Menimbang, bahwa Kketiga saksi tersebut telah membaerikan
keterangan dibawah sumpahnys  dipersidangan  yang pada  pokoknya
manerangkan bahwa keadsan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sejak dar awal setelab akad nikah tidak pernah kumpul sebagaimans
Tmyaknya suami-intr karena setelah akad nikah menjelang resepsi Termaohon
telah tertangkap basah oleh warga yang sedang bacduaan dengan mantan
pacarnya o salah satu gubuk persawahan dan Termohon telah melakukan
NUbUNGEN SuaMstl dengan mantan pacarnys termebul dan sejak kejadian
tersobut keadaan Pamohon dan Termohon tidak dapat diperbatks lagh karena
Pamohon dan keluarganya tidak dapat menanima perbuatan Termonon;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut telah dibenkan
dibawsh sumpahnys diparsidangan  bardasarkan  pengetahuan  yang
bersumber dar penglihatan dan atau pendengaran sendin, keterangan saty
dengan lainnya telah saling mandukung sena telah sesuil dengen daki-dahl
dan alasan pokok parmohonan Pamohan maka hal itu telah sesual dengan

Malarnan & dan 10 hal, Putusan Nomor 008 7/Pd G/2017/PA Thh,
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ketentuan Pasal 171 RBg Jo. Pasal 308 - 308 RBg. dengan dermikisn

saksi-saksl tersebut dipandang telah memenul syarst formid dan syarst

matenil buktl saksi, sehingga keterangan saksi-saksl & guo telah dapat
diterima sebagal buktl yang cukup mendukung kebenaran dalil-dall den

alusan permohonan Pemohon dalam perkara i)

Menimbang. bahwa dan permohonsn Pamonon, yang didukung bukt
P dun 2 (dus) orang sakel sebagaimana diperimbangkan diatas, Majels
Hakim telah dapat menemukan faktafakta sebagal berkut |

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah susmiistn yang sah,
menkeh pade tangosl 10 Oklober 2014,

«  Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pemah hidup dan
kumpul layaknya suamiistl dan sejak  awal menikah  disebabkan
sebslum resepst permikahan telah terjadi perstiwva Termohon tertangkap
oleh warga di sebush gubuk persawihan dan telah melakukan hubungan
layaknys sudmi-istr dengan laki-laki tan,

Bahwa antars Pemohon dengan Termohon sejak kejadian terangkapnys
Tormohon tidak permah bemsatu sSampal sekarang.

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diupayakan sgar
rukun kembal sebagal suami-str Karena Pemonon dan keluargs Yoak
dapat menenma perbuatan Termohon tersebul bahkan pihak keluarga
Tarmohon telah mengembalikan sebagian uang pembaeran Pemohon
ketika proses pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebul di atas, Majels
berpendapal Dabwa delil-dahl dan alasan permohonan Pemobon telah
Werbuktl kebenarannya, dengen demikian rumah tangge Femohon dengen
Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marmage)
sejak dan awal parmikahan Pemohon dan Termohon dan sudah sangat sulit
untuk disatukan senta tdak ada harapan akan hdup rukun el dalam
membina rumah tangga sebagaimana disebutkan datam Pasal 36 syat (2)
Undang-undang Nomar 1 Tahun 1874,

Menimbang, bahwa oleh karena rumah fanggs Pamohon dengen
Termohon telah  sampai  pada kondisl pecah, maks dengan Hadak '

Makaman T dan 10 b, Putusan Nomor Q067/Pat G201 7/PA Tth
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mempertmbangkan fagi darl pilak mans datangnys penyebst perselisitun
aan pertengkaran & quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat Sullt untuk
dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau
ruman tengge yang bahagia dan kekal berdaserkan Ketuhanan Yang Maha
Exa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau  keluarga
yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasl Hukum
istam),

Menimbang, bahwa meskipun percersian adalah pecbuatan yang
dibenci Allsh SWT., akan tetapi mempertabankan perkawinan dengan
Kondisl tersebut diatss patut diduge akan lebih mendatangken mafsadat
(keburukan) dar pada masiahat (kebaikan), disntaranya pendertaan batin
yang bakepanjengan bagi kedua belah pihak, padahal anciak Keburukan
harus didabulukan darpada mengharsp kebakan, sebagaimana kaedah
ushul figh yang terdapat dalam kitab At Asbah Wian Nazhoir, hal. 82 yang
barbunys

] il e p ke Salialle
Artinsyn © Menolak kemudharatan. (keburukan) lebih diutamakan danpada
maralh kemasiahatan (kebaikan) .
Menimbang, bahwa Majelis peru mangetengaikan dall al-Qur'an
surat al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi

c"nﬂ\buhﬁw"’ﬁul‘
s

Adinys: Jike moreki (pars suami) telah berketelopan hati untuk
menjatuhkan lalak. maka sesungguhnya Allah Mata Mendengar lagi Mahe
Mengatahu.
Menimbang, bahwa berdasackan pertimbangan-petimbangan hukum
di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohan untuk dben
n mengucapkan ikrar talak stas din Termohon telah mamenunt Masan
yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Passi 19 hurt (a) Persturan
Pemerintal Nomor § Tahun 1675 jo. Pasal 116 huruf (8) Kompilas: Hukum
. Islam, oleh karena ity sesusl ketentusn Pasal 70 ayat (1) Undang-undeng

Mt B dan 10 hal. Putusan Nomor 0097/Pdg GV2017/PA Toh
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Nomor 7 Tahun 1980 tentang Peradian Agama yang lelah diubah yang
kedun kalinys dengan Undang-undang Nomor 50 Tanhun 2000 maka
permohonan Pemohon sudah sepatulnys dikabulkan dengan membwn (zin
kepada Pemohon untuk menjatunkan talek satu re)i terhadap Termonhon,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 dan pasal 84
ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pengaditan
Agama, dipenntahkan kepada Paniters Pengadidan Agama Tembilshan untuk
menginmkan salinan penatapan krar talak kepada Kantor Urusan Agama
yang wilayahinya meliputl tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan
Kantor Urusan Agemas diempat perkawinan dgilangsungkan umntuk dicatat
aalarm daftar yang disedinkan untuk ity

Manimbang, bahwa berdasarkan Pasal B0 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1988 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk
kedus kalings dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, maka semua
biaya parkara i dibebankan kepads Femohon,

Memperhatikan, pasal-pasal der Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradian Agama yang telah diubal uptuk kedus kalinys
dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2008, dan peraturan penundang-
undangan, serta dall sy’ yang berkenian dengan perkars ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipangoi dengan resmi dan patut
untuk menghadag di persidangan, tidak hadic

2. Mengabulkan permohonan Pemonon dengan verstek,

3 Member iZin kepada Pemohon wntuk
manjatunkan talak satu oaft ehadap Termohon

di depan widang Pengadian Agama Tambdahan:

4 Memenntahkan Panters Pengadilan  Agama  Tembiahan  untuk
mangiimkan  saiinan Penetapan ks Talak  sotolah e talak
Kabugaten indragi Ml untuk dicatst pada  daflar yang telah
disediakar untux iy,

Halaman @ dan 10 hat Putusen Nomor 0087/Pd G/2017/FA Toh
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5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumiah Rp.946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu
rupiahy);

Demikian putusan ini dijatunkan berdasarkan musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 08 Maret
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8@ Jumadil Tsani 1438 H, oleh kami
RIDWAN HARAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI
DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.l. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan mana pada har itu juga diucapkan oleh Ketua
Maijelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-
hakim Anggota tersebut, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., MH. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

/ Ketua\Majelis.

N HARAHAP, S.H

Hakizggma. Haka’ Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I. FATHUR RIZQI, S.H.l.

Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; = Rp 30.000,-
2. Biaya Proses, = Rp 50.000, -
3. Biaya Panggilan; = Rp. 855.000-
4. Biaya Redaksi; = Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai, = Rp. 6.000,-
Jumliah = Rp 946.000.-
(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Tbh
S 5=
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